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Abstract 

 This research is motivated by various public complaints about the quality of public services in Pangkalan 

Kasai Village, Indragiri Hulu Regency, such as the slow process of issuing Land Certificates (SKT), fees being 

charged for processing Poverty Certificates (SKTM), and lack of information transparency from the village 

administration. These conditions indicate that the principles of Good Governance have not been optimally 

implemented in public services at the village level. The issues examined in this research are how the principles of 

Good Governance are applied in public services in Pangkalan Kasai Village and what are the supporting and 

inhibiting factors. This research uses the Good Governance theory proposed by the United Nations Development 

Programme (UNDP, 1997), which includes eight indicators: participation, rule of law, transparency, 

responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, and accountability. However, the 

researcher limited the focus to five main indicators considered most relevant in the context of public services at the 

village level, namely: transparency, accountability, responsiveness, effectiveness and efficiency, and equality and 

inclusiveness. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth 

interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of village officials and residents who 

use the services. The results of this research indicate that the principles of transparency and accountability are still 

not optimal, characterized by unclear procedures, limited access to information, frequent delays in document 

completion, and problems with staff time discipline..  
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Abstrak 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu, seperti lambatnya proses penerbitan 

Surat Keterangan Tanah (SKT), adanya pungutan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM), serta kurangnya keterbukaan informasi dari pihak kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa prinsip-prinsip Good Governance belum diterapkan secara optimal dalam pelayanan publik di 

tingkat kelurahan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 

Good Governance dalam pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kasai dan apa saja faktor pendukung 

serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori Good Governance yang dikemukakan oleh 

United Nations Development Programe (UNDP, 1997), yang mencakup delapan indikator: partisipasi, 

supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, 

serta akuntabilitas. Namun, peneliti membatasi fokus pada lima indikator utama yang dianggap paling 

relevan dalam konteks pelayanan publik di kelurahan, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, 

efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan dan inklusivitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur kelurahan dan warga yang menggunakan 

layanan.  

Kata kunci : Penerapan, Prinsip-prinisp Good Governance, Pelayanan Publik. 
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Pendahuluan 

Good Governance, mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Yaitu pada saat 

jatuhnya nya pemerintahan Orde Baru yang berganti ke Era Reformasi pada tahun 1998. Hal 

ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul, tuntutan pemerintah 

orde baru yaitu Presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun 

akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang 

tidak berjalan dengan baik, dan juga tidak berjalannya Kontrol sosial yang berasal dari 

partisipasi masyarakat, menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi maka 

diterbitkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 tentang Pemerintahan yang baik yang 

berisi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang 

baik yaitu : 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan 

yang baik terdiri atas: 

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan 

agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya 

terjangkau. 

2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala 

bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang 

baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan 

prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 

5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut 

kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung 

jawab. 

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya 

penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi 

HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Pemerintahan yang bersih sangat diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia 

dan tentu saja Good Governance sudah menjadi tanggung Dalam bidang Good Governance, 

prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keterlibatan publik, kepastian 

hukum dan kesamaan hak merupakan pilar dasar yang harus dicontohkan setiap negara. 
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Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjamin bahwa instansi pemerintah dapat diakses dan 

dapat diawasi oleh masyarakat, terlebih lagi dalam membuat keputusan yang mencerminkan 

kepentingan publik yang menyeluruh. 

Tanggung jawab bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan pemerintahannya, 

tuntutan reformasi itu mengharuskan terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan yang 

awalnya sentralistik menjadi desentralistik dengan membuat sebuah aturan perundang-

undangan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya membahas tentang 

desentralisasi atau pelimpahan kewenangan untuk memberikan layanan dan lain sebagainya, 

selanjutnya menanggapi 

berbagai macam layanan yang terjadi maka pemerintah mengeluarkan Undang- 

Undangan No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk memastikan hak-hak warga 

negara terpenuhi dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian pada tahun 2014 terjadi lagi 

perubahan berkaitan Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 yang diubah dari Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 tadi, dan terjadi lagi perubahan pada Tahun 2015 menjadi Undang-

Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang diubahnya ketentuan Ayat (1) 

pasal 63 Tentang Kepala Daerah, penambahan wewenang DPRD Provinsi dan penambahan 

wewenang DPRD Kabupaten/Kota. 

Good Governance sudah diupayakan di Provinsi Riau yang dapat dilihat dari 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelayanan publik 

peraturan tersebut yang menekankan Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani 

setiap masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan 

berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Kabupaten Indargiri Hulu yang menjadi bagian dari Provinsi Riau yang mana sudah 

melakukan upaya dalam menerapkan Good governance di Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

merbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 76. Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Indragiri 

Hulu dan juga Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2020-2024. Peraturan ini 

dibuat menimbang bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis 

untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Kelurahan Pangkalan Kasai yang menjadi salah satu daerah kelurahan di bawah 

yuridiksi Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terdiri dari 48 

RT dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kecamatan Seberida tahun 2024 dengan 

jumlah lelaki sebanyak 10.316 dan jumlah prempuan 9.745 dengan total 20.061 jiwa yang 

terdata, dan menjadikan Kantor Lurah Pangkalan Kasai sebagai objek penelitian dalam aspek 

pelayanan publik. 

Pemilihan lokasi ini didasari adanya indikasi permasalahan mengenai proses layanan 

pembuatan SKT dan SKTM yang saat ini sedang mengemuka di Kelurahan Pangkalan kasai, 

Dari hasil pengamatan sementara, penulis menemukan adanya indikasi permasalahan dalam 
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proses pelayanan di Kelurahan Pangkalan Kasai yang berasal dari laporan masyarakat, 

adapun permasalahan tersebut adalah : 

1. Bahwa dibebankanya biaya dalam pembuatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), 

sedangkan dalam ketetapan standar operasional prosedur di Kantor Lurah Kelurahan 

Pangkalan Kasai, pembuatan SKTM tidak dibebankan biaya. Selain itu, terdapat indikasi 

adanya perbedaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan, di mana pemohon dalam 

pembuatan SKTM cenderung menerima perlakuan yang kurang baik dibandingkan 

dengan pelayanan lainnya. 

2. Adanya permasalahan waktu penyelesaian kepengurusan dokumen SKT yang 

dikeluhkan lama dalam proses penerbitannya 30-45 hari, sedangkan di dalam ketetapan 

standar operasional prosedur di Kantor Lurah Kelurahan Pangkalan Kasai penerbitan 

SKT hanya 14 hari setelah semua prosedur diselesaikan oleh pemohon. 

3. Permasalahan tidak transparanya pihak penyelenggara pelayanan terhadap prosedur 

pelayanan di kantor Lurah Kelurahan Pangkalan Kasai, sehingga masyarakat harus 

bolak-balik dalam mengurus berkas untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

 Administrasi merupakan suatu sistem dari suatu kegiatan formal yang dilakukan 

secara teratur, sistematis, dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar sub sistem atau 

bagian yang satu dengan sub sistem atau bagian sesuatu lainya (Nurman, 2023). Siagian 

(Nurman, 2023) mengemukakan bahwa administrasi didefisinikan sebagai keseluruhan 

proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu 

dalam pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi diartikan sebagai 

suatu proses pengorganisasian sumber sumberdaya sehingga tugas pekerjaan dalam 

organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik (Muhammad, 2019). 

Konsep Organisasi 

 Robbins (2002) Pengertian organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja 

atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama tau kelompok tujuan. 

 Cheste I Bernand (Jaelani, 2021) Mengemukakan Organisasi adalah sistem aktifitas 

kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang Sedangkan (Siagian,1992) 

Mengemukakan Organisasi adalah setiap bentuk kolaborasi antara dua atau lebih orang yang 

terkait secara formal dan bekerja sama untuk melakukan pemenuhan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam hubungan antara seseorang atau lebih yang dikenal sebagai atasan dan 

bawahan. 

Konsep Manajemen 
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 Menurut Mary Parker Follett (Krisnandy, 2019) disebutkan bahwa management is the 

art of getting thing done through people. Artinya, manajemen merupakan seni untuk 

mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan atau 

keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga 

menghasilkan keindahan serta kemajuan. 

 Nurman ( 2023) Manajemen (Manage) yang berarti mengurus, mengelola, 

menangulangi, menyelesaikan, menata, merapikan, merampungkan dan memperbaiki 

sumberdaya organisasi, Sementara itu Stoner (1996) dalam (Krisnandy, 2019) menyebutkan 

bahwa manajemen adalah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan. 

Konsep Pelayanan Publik 

 (Andry & Tarmizi, 2020) Pelayanan publik adalah semua kegiatan nya harus dijamin 

pemenuhan nya diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena itu diperlukan perwujudan dan 

perkembangan saling saling ketergantungan sosial dan pada hakikat nya, perwujudan nya 

sulit terlaksanan tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan 

 B.Libois (Andry & Tarmizi, 2020) Pelayanan publik merupakan tanggung jawab oleh 

kolektivitas atas sejumlah kekayaan dan kegiatan atau pelayanan dengan menghindari logika 

milik pribadi atau swasta karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan. 

Konsep Birokrasi 

 Almond dan Powel (Andry & Tarmizi, 2020) birokrasi pemerintahan adalah 

sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal berkaitan dengan jenjang 

yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal( role makers), sedangkan Batinggi 

dalam (Andry & Tarmizi, 2020) mengartikan birokrasi sebagai tipe dari organisasi yang 

dimaksudkan untuk mencapai tugas tugas administratif yang besar dengan cara 

mengkordinir secara sistematis dan (teratur) pekerjaan banyak orang. 

Konsep Good Governnace 

 Karakteristik Good Governance sebagaimana dijelaskan United Nation Development 

Program (UNDP) Sedarmayanti (2003), menyatakan bahwa Good Governance merupakan 

pelaksanaan sistematis otoritas negara dalam pengiriman barang dan jasa publik, sebuah 

fenomena yang disebut sebagai tata kelola, dengan praktik teladan yang dilambangkan 

sebagai Good Governance. Agar Good Governance dapat diterapkan secara efektif dan berfungsi 

secara optimal, diperlukan dedikasi dan partisipasi semua pemangku kepentingan, baik 

entitas pemerintah maupun masyarakat sipil. 

Sementara itu UNDP (United Nation Development Program) dalam (Dwiyanto, 

2006) mengemukakan delapan Prinsip Good Governance : 

a. Partisipasi, Keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan inisiatif kebijakan publik. 
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b. Transparansi, Kualitas keterbukaan dalam pelaksanaan layanan publik, dimana individu 

dapat dengan mudah mengakses informasi terkait. 

c. Akuntabilitas, Tugas untuk memberikan pertanggung jawaban untuk pengelolaan dan 

pengawasan sumber daya yang dialokasikan untuk layanan publik. 

d. Efektif dan Efisien, Layanan yang menghasilkan hasil yang selaras dengan kebutuhan 

masyarakat sambil memanfaatkan sumber daya secara optimal. 

e. Aturan Hukum, Administrasi layanan publik didasarkan pada peraturan yang eksplisit 

dan ditegakkan secara adil. 

f. Responsivitas, Kapasitas organisasi untuk membedakan dan memenuhi 

persyaratan masyarakat. 

g. Berorientasi Konsensus, Proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan beragam 

kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. 

h. Kesetaraan dan Inklusivitas, Layanan yang menjamin kesempatan dan perlakuan yang 

sama bagi semua komunitas, bebas dari diskriminasi. 

 Dari konsep di atas, dapat diketahui bahwa Good Governance adalah upaya untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasarkan pada nilai- nilai kebaikan 

dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur. Tujuannya adalah untuk 

 meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pemerintahan yang 

bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Good Governance juga bertujuan untuk 

memastikan ketercapaian target dengan pengelolaan sumber daya yang minim, serta 

memastikan semua orang memiliki hak yang sama, mendapatkan pelayanan yang adil, dan 

dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi perumusan masalah penelitian dan untuk 

memenuhi tujuan menyeluruh dari penelitian ini, dari beberapa teori yang dikemukakan oleh 

parah ahli peneliti menggunakan pandangan dari lembaga United Nation Development Program 

(UNDP, 1997) untuk menganalisa masalah penelitian ini dikarenakan pandangan UNDP 

menyediakan pandangan komperhensif. Dari delapan prinsip yang dikemukakan lembaga 

United Nation Developement program peneliti menggunakan lima indikator dalam mengukur 

permasalahan dalam pelayanan yang mengemuka belakangan ini di Kelurahan Pangkalan 

Kasai dalam hal pelayanan, yaitu : 

a. Transparansi. 

b. Akuntabilitas. 

c. Responsivitas. 

d. Efektivitas dan efisien. 

e. Kesetaraan dan Inklusivitas 

Metode 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana Penelitian kualitatif, secara 

sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan 

makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif 

penelitinya. (Riantika, 2020). 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya 

belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian 

lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. 

(Sugiyono, 2020). Teknik analisis data penelitian ini mengacu pada 

Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari 

University of Geneva, Switzerland, (Miles dan Huberman, 1992) analisis kualitatif, data yang 

muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka (Elia & Dkk, 2023). 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan 

Pangkalan Kasai menunjukkan beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan teori yang 

diajukan oleh United National Development Program (UNDP, 1997). Teori UNDP menekankan 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang baik, yang memungkinkan 

warga untuk mengekspresikan kepentingan mereka dan melaksanakan hak-hak hukum. 

Namun, di Kelurahan Pangkalan Kasai, prosedur pelayanan tidak sepenuhnya tersosialisasi, 

mengakibatkan warga tidak mengetahui syarat yang diperlukan dan mengurangi 

kepercayaan terhadap institusi kelurahan. 

 Di sisi lain, responsivitas, efektivitas, dan kesetaraan dalam pelayanan menunjukkan 

kemajuan, di mana petugas berusaha memberikan layanan yang cepatdan adil, meskipun 

masih ada tantangan dalam waktu penyelesaian dokumen. Upaya ini mencerminkan prinsip 

responsivitas dari UNDP. Namun, keterbatasan fasilitas fisik untuk kelompok rentan 

menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar semua warga dapat 

berpartisipasi secara penuh. Secara keseluruhan, tantangan dalam transparansi dan 

akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan 

Pangkalan Kasai masih memerlukan pengembangan untuk sepenuhnya sejalan dengan teori 

(UNDP, 1997). 

Tablel V.4  

Matrix hasil penelitian 

 

NO Indikator Hasil 

 

1 

 

Transparansi 

Belum optimal dikanrenakan Sosialisasi prosedur kepada 

masyarakat tidak memadai. Minimnya akses informasi resmi 

(seperti papan pengumuman dan brosur) mengakibatkan 

banyak warga yang tidak mengetahui syarat dan proses yang 
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diperlukan. 

 

2 

 

Akuntabilitas 

Belum terlaksana di karenakan Waktu penyelesaian dokumen 

sering tidak tercapai, dan kedisiplinan petugas kurang. Sistem 

pelaporan  pengaduan  bersifat  informal,  mengurangi 

transparansi dan akuntabilitas. 

3 Resposivitas Sudah terlaksana dikarenakan Petugas menunjukkan sikap 

ramah dan empatik, serta berusaha memberikan pelayanan 

yang cepat dan responsif 

4 Efektif dan 

efisien 

Sudah terlaksana dikarenakan Proses pelayanan mengikuti 

prosedur dan biaya administrasi dikelola secara efisien. 

5 Kesetaraan dan 

inklusivitas 

Sudah terlaksana dikarenakan Semua warga dilayani tanpa 

diskriminasi, dengan perhatian khusus kepada kelompok 

rentan. 

Sumber : Data hasil olahan peneliti, 2025 

 Serta Faktor pendukung dan Penghambat nya adalah, Serta faktor pendukung dan 

penghambat nya beberapa indikator tidak dapat terlaksana dengan optimal yaitu Faktor 

pendukung utama adalah kesadaran petugas yang tinggi dalam memberikan pelayanan cepat 

dan ramah kepada masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan 

kewenangan sebagai kelurahan yang tidak bisa membuat aturan sendiri, anggaran terbatas 

untuk wilayah yang luas dan padat penduduk, serta keterbatasan SDM dengan banyak 

petugas yang sudah berusia lanjut dan sarana dan prasarana yang masih kurang. 
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